PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 21 TAHUN 1960 (21/1960)

TENTANGBANK PEMBANGUNAN | NDONESI A

Presi den Republik | ndonesia

Meni nbang:

a.

bahwa untuk kepentingan terlaksananya usaha-usaha penbangunan
senesta perlu adanya sunber penbel anjaan tetap yang nenjanmn
kel angsungannya;

b. bahwa penyel enggar aan pr oyek- pr oyek penbangunan har us
dij al ankan sedem kian rupa, sehingga nodal penbel anj aan
proyek-proyek itu dapat diperoleh kenbali dari hasil proyek-
proyek penbangunan tersebut;

C. bahwa penyel enggaraan proyek- proyek penbangunan termaksud pada
huruf b diatas sedapat nungkin dibelanjai diluar Anggaran
Pendapat an dan Bel anj a Negar a;

d. bahwa pel aksanaan penbangunan senesta nenurut pol a penbangunan
Dewan Perancang Nasi onal sudah akan di nul ai dal amtahun 1961;

e. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu bank negara
yang bertugas nenjadi sunber penbel anjaan yang tetap bagi
usaha penbangunan senest a;

f. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar
Republ i k | ndonesi a;

2. Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 10 tahun
1960;

Mendengar

Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 10 Mei 1960;

MEMUTUSKAN
Menet apkan:
Per at ur an Peneri nt ah Penggant i Undang- undang t ent ang Bank
Penmbangunan | ndonesi a.
BAB |

KETENTUAN UMM



Pasal 1

(1) Dengan nama "Bank Penbangunan |ndonesia" (Indonesian Bank for
Devel opnent) didiri kan sebuah bank kepunyaan Negar a.

(2) Bank Penbangunan |ndonesia adalah badan hukum yang berhak
mel akukan t ugas-tugas ber dasar kan Per at ur an Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang i ni .

(3) Dal am Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni di nmaksud
dengan :

a. Bank ial ah Bank Penbangunan | ndonesi a;

b. Direksi ialah D reksi Bank Penbangunan | ndonesi a.

Pasal 2

(1) Dengan tidak nengurangi ketentuan dal am Per at uran
Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini naka atas Bank berl| aku hukum
per data Eropah dan hukum dagang Eropah.

(2) Bank dapat nel akukan perbuat an-perbuatan untuk hukum adat dan
orang- orang dan badan-badan yang takl uk kepada hukum adat dan

nmenj al ankan hak- hak atas benda-benda yang takl uk kepada hukum
adat .

(3) Bank dapat nengadakan perkiraan kredit ("credietverband").
Pasal 3

(1) Bank berkedudukan di Jakart a.

(2) Bank dapat nenpunyai kantor-kantor cabang kant or-kant or

perwaki | an atau koresponden-koresponden di dal am dan diluar negeri
unt uk nenj al ankan tugasnya.

BAB ||
MODAL DAN SUMBER KEUANGAN LAI N DARI BANK
Pasal 4

(1) Modal dasar Bank berjum ah sepul uh mlyard rupiah

(2) Bank dapat nenperkuat keuangannya dengan

a. bahagian laba dari per usahaan- perusahaan Negara yang
di peruntukkan bagi Bank sebagai mana ditetapkan pada
pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang No. 19 tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun
1960 No. 59, Tanbahan Lenbaran-Negara No. 1989) tentang
Per usahaan Negar a.

b. hasil-hasil usaha tersebut pada pasal 6 huruf b sanpai
dengan huruf e.

(3) Mdal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar
dengan ket entuan Undang- undang.



Pasal 5

(1) Bank nenpunyai dana cadangan yang di bentuk dan di pupuk nenur ut
ket ent uan dal am pasal 16 peraturan ini.

(2) Dana cadangan ini dipergunakan untuk nenutup kerugi an-kerugi an
yang nmungki n diderita terhadap nodal Bank.

BAB |11
TUGAS DAN USAHA BANK
Pasal 6

(1) Bank didirikan dengan maksud untuk nenbantu Penerin dal am
nmenbel anj ai usaha- usaha penbangunan senest a.

(2) Untuk mel aksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini Bank

ber usaha,
a. menberi kan pi nj aman- pi nj anan unt uk keper | uan- keper | uan
i nvest asi dal am rangka penbel anj aan pr oyek- pr oyek

penmbangunan senesta yang dapat dilunasi dengan hasil
dari proyek-proyek itu sendiri atau yang dapat dilunasi
karena Dbertanbahnya pendapatan unmum berhubung dengan
adanya proyek itu;

b. menghi npun t abungan-tabungan dari nasyar akat ;
c. mengadakan pi nj aman- pi nj aman dal am neger i
d. mnendapat kan pi nj aman-pi njaman dari |uar negeri bai k yang berupa
val uta asi ng maupun yang berupa rupi ah;
e. nel akukan kegi at an-kegi atan | ai n yang sesuai dengan tugasnya.
BAB |V
Pl MPl NAN
Pasal 7

Bank di pi npi n ol eh:
a. Dewan Penbangunan dan
b. Di reksi .

yang tugas dan susunannya ditetapkan dalam pasal-pasal yang
beri kut :

Dewan Penbangunan
Pasal 8
Dewan Penbangunan bertugas:
a. menent ukan kebi j aksanaan unum dal am pi npi nan Bank;
b. menut uskan pel aksanaan usaha-usaha Bank ternmaksud pada
pasal 6 ayat (2) dengan nengingat kepada kepentingan rencana-
rencana penbangunan senesta serta segi-segi tehnis dan
ekonom snya.
Pasal 9

(1) Dewan Penbangunan terdiri dari Menteri-nmenteri yang bertanggung



j awab atas urusan-urusan penbangunan.

(2) Untuk pertama kali ini Dewan Penbangunan terdiri dari Menteri
Pertama sebagai anggota nerangkap Ketua, Menteri Keuangan
sebagai anggota nerangkap Wakil Ketua, Menteri D stribusi.
Menteri Produksi, Menteri Penbangunan dan Menteri/ Ketua Dewan
Perancang Nasional serta Gubernur Bank Indonesia sebagai
anggot a.

(3) Menteri Keuangan nenjal ankan pengawasan sehari-hari atas
penyel enggar aan pi npi nan Bank.

(4) Tata-tertib dan cara nenjal ankan pekerjaan Dewan Penbangunan
serta ketentuan-ketentuan selanjutnya nengenai perhubungan
keadaan antara Dewan Penbangunan dan Direksi ditetapkan dal am
per at ur an- per at uran yang di susun ol eh Dewan Penbangunan.

D r eksi
Pasal 10

Tugas Direksi ialah

a. nenyel enggar akan kebi j aksanaan pinpinan unmum Bank yang di
t et apkan ol eh Dewan Penbangunan

b. menyel enggar akan usaha-usaha Bank sebagai mana di putuskan ol eh
Dewan Penbangunan nenurut ketentuan pada pasal 8 huruf b
peraturan ini.

Pasal 11
(1) Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang D rekt ur

Sal ah seorang dari anggota-anggota D reksi dapat diangkat sebaga
Presiden D rektur.

(2) Anggot a-anggota D reksi diangkat ol eh Presiden atas usu

Dewan Penbangunan untuk waktu selanma-lamanya |inma tahun. Setel ah
waktu itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat
di angkat kenbal i .

(3) Gji dan penghasilan lain bagi anggota-anggota D reksi di
t et apkan ol eh Peneri nt ah.

(4) Atas usul Dewan Penbangunan anggot a- anggota Direksi dapat
di perhenti kan dari jabatannya ol eh Presiden.

(5) Anggota Direksi harus warga-negara | ndonesi a.

(6) Untuk pertama kali tugas D reksi dilakukan oleh D reksi Bank
| ndonesi a.

Pasal 12

(1) Direksi nmewakili Bank di dal am dan diluar pengadil an.



(2) Direksi dapat nenyerahkan hak perwakil an tersebut pada

ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus
ditunjuk itu atau kepada seorang/ beberapa orang pegawai, atau
kepada seorang pej abat |ain yang berwarga- negara | ndonesi a.

(3) Dengan nenperhati kan ket ent uan- ket entuan pada pasal 8

peraturan ini, D reksi nmengurus kekayaan Bank dan berhak nenguasa
atau nenj al ankan tindakan-tindakan pem |ikan terhadap kekayaan
Bank dal am pel aksanaan tugasnya.

(4) Tata-tertib dan cara nenjal ankan pekerjaan D reksi diatur
dal am suatu peraturan yang ditetapkan ol eh D reksi.

(5) Pem npin Kantor cabang, Kantor Perwakil an Koresponden-
kor esponden, senua pejabat serta pegawai-pegawai Bank | ainnya
di angkat dan di perhenti kan ol eh Direksi.

Pasal 13

(1) Anggota Direksi tidak boleh nemangku pekerjaan, jabatan atau
tugas |l ain yang digaji.

(2) Tidak termasuk dalam hal ini ialah:
a. | abat an yang di pi kul kan Peneri ntah kepadanya,;
b.j abat an kom saris pada per usahaan- per usahaan di mana
Penmerintah turut serta didalamya secara |angsung atau
tidak | angsung asal saja tidak nenjadi Kom saris amanat.

(3) Para anggota D reksi tidak boleh tetap nenmegang atau
nmenerima suatu pekerjaan yang tersebut pada ayat (2) huruf b pasal
ini, kecuali jika nendapat ijin dari Dewan Penbangunan.

(4) Dua orang anggota D reksi tidak bol eh bersama-sanma nenj adi
Kom saris pada satu perusahaan

(5) Anggota Direksi tidak bol eh berdagang atau nenpunya
kepenti ngan pada usaha dagang yang manapun j uga.

(6) Antara anggota Direksi tidak bol eh ada pertalian kel uarga
atau periparan pada atau dal am deraj at ketiga.

Ji ka sesudah pengangkatannya nereka nasuk periparan yang
terlarang itu maka yang ternuda diangkat dari nereka itu tidak
bol eh neneruskan j abat annya

Pasal 14

(1) Penyel enggar aan tat a- usaha Bank dapat dil akukan ol eh satu badan
yang di tunj uk ol eh Presiden atas usul Dewan Penbangunan.

(2) Untuk pertanma kali penyel enggar aan tata-usaha Bank dil akukan
ol eh Bank | ndonesi a.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 15



(1) Badan Peneri ksa Keuangan berwenang nel akukan kontrol e at as
penguasaan dan hal nengurus Bank. Hasil peneriksaan diberitahukan
j uga kepada Dewan Penbangunan.

(2) Jawat an Akuntan Negar a bertugas nel akukan kontrol e atas
penguasaan dan hal mengurus Bank yang dil akukan ol eh D reksi.

BAB VI
PENETAPAN SURAT- SURAT TAHUNAN DAN
PEMBAG AN LABA

Pasal 16

(1) a. Tahun Buku Bank adal ah tahun takw m
b. Dal am hal tata-usaha Bank di sel enggarakan ol eh badan
| ai n, maka Bank nengi kuti tahun buku badan tersebut.

(2) Neraca dan perhitungan |aba-rugi disusun oleh D reksi dan
di sanpai kan kepada Dewan Penbangunan.

(3) Dewan Penbangunan nenetapkan surat-surat tahunan ini untuk
senentara waktu dan dal am hal ini Dewan dibantu ol eh Jawat an
Akunt an Negar a.

(4) Selanjutnya neraca dan perhitungan |aba-rugi senentara itu
di serahkan ol eh Dewan Penbangunan kepada Penerintah. Jika
dal am waktu tiga bul an sesudah Penerintah nmenerinma surat -sur at
itu tidak diajukan keberatan-keberatan dengan surat ol eh
Menteri Keuangan kepada Dewan Penbangunan, nmaka itu berarti
bahwa surat-surat tahunan itu telah di sahkan ol eh Peneri ntah.

Pengesahan ternmaksud nenberi penbebasan kepada Direks
t er hadap segal a sesuatu yang ternuat dal am perhitungan tahunan
t er sebut .

(5) Penggunaan |aba bersih Bank setiap tahun sesudah dikurangi
dengan jum ah untuk keperluan cadangan, ditentukan ol eh
Penmerintah dengan nenperhatikan pertinbangan-pertinbangan
Dewan Penbangunan

BAB VI
KETENTUAN- KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal -hal lain yang tidak diatur dal am Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan
yang di susun ol eh Dewan Penbangunan

Pasal 18
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut
"Peraturan Bank Penbangunan |ndonesia"” dan mnulai berlaku pada hari
di undangkan.

Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan



Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penenpatan
dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1960.
Pej abat Presiden Republik Indonesia
ttd
DJ UANDA.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1960.
Menteri Kehaki man,

ttd
SAHARD] O
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
Nonor 21 TAHUN 1960
TENTANG
BANK PEMBANGUNAN | NDONESI A

UMUM

1. Pel aksanaan penbangunan senesta nenurut pol a penbangunan Dewan

Per ancang Nasi onal, yang nenurut rencana sudah akan dinulai dal am
tahun 1961, nenerlukan penbiayaan baik dalam bentuk alat-alat
penbayaran dal am negeri rmaupun dal am bentuk al at-alat penbayaran
luar negeri. Dapat kiranya difaham, bahwa biaya-biaya yang
di perlukan dalam hal ini tidak hanya akan besar sekali jun ahnya,
nmel ai nkan harus dijamn pula kelangsungan penyediaannya. J eh
karena itu pokok persoal an pertama yang terkandung dal am nasal ah
penbangunan senesta ini ialah perlunya diusahakan suatu sunber
penbel anj aan yang tetap dan yang terjam n kel angsungannya.

2. Dal am rangka penbangunan senesta, maka perlu sekali nodal
dal am nmasyarakat di gunakan untuk nenbiayayai rencana- rencana
penbangunan senesta sesuai dengan pikiran nenmakai "funds and

forces” nenurut Manifesto Politik Indonesia 17 Agustus 1959.

Sal ah satu usaha kearah nenpergunakan "funds and forces" itu
i alah nmengusahakan suatu sunber penbel anjaan penbangunan
di l uar anggaran bel anja tahunan. Dengan dem ki an penbayar an
penmbangunan diluar anggaran belanja itu akan neringankan
penyusunan anggaran bel anja t ahunan.

3. Sel anjutnya untuk nenjamn Dberhasilnya penbangunan nmnaka
per | ul ah usaha- usaha penbi ayaan proyek-proyek penbangunan dil akukan
dengan nenperhati kan syarat-syarat yang |ayak bagi perusahaan yang
waj ar, sehingga tiap-tiap biaya yang dikeluarkan dapat dijamn
kenbal i nya unt uk dapat di pergunakan nmenbangun pul a.



Apa vyang diuraikan dinuka nenberi dasar yang tepat bagi
pendapat, bahwa usaha-usaha penbangunan senesta yang disatu pi hak
harus di gerakkan ol en dan dil akukan dibawah pinpinan Penerintah,
dil ain pihak harus dibiayai berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan
yang layak dan wajar, dan sedapat nmungkin dibiayai dengan
nmenper gunakan "funds and forces" yang ada dal am nasyarakat sendiri

Sunber penbi ayaan yang demkian ini dapat terwuud dalam
bentuk suatu usaha bank Negara yang bertujuan nenbantu Penerintah
dal am nenbel anj ai usaha-usaha penbangunan senest a.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1 sanpai dengan pasal 3.
Cukup j el as.

Pasal 4.

Mengi ngat besarnya bi aya yang di perl ukan bagi penbangunan, terutama
unt uk keperluan investasi-investasi baru, naka di sanpi ng nodal
dasar diperlukan adanya sunber-sunber keuangan lain yang
sedapat nmungkin diperoleh dengan jalan nenobilisir daya
nmenbel i yang sudah ada.

Pasal 5.
Cukup j el as.
Pasal 6

Yang di maksud dengan usaha-usaha penbangunan senesta adal ah
proyek- proyek penbangunan Peneri nt ah.

Pasal 7 sanpai dengan pasal 9.

Mengi ngat pent i ngnya per anan Peneri nt ah dal am usaha-usaha
penbangunan senesta, maka perlul ah hal ini dicerm nkan dal am
pi npi nan or gani sasi penbi ayaannya.

Maka disanping Direksi sebagai penyel enggara penguasaan dan ha
nmengurus Bank, diadakan pula Dewan Penbangunan yang terdiri
dari Menteri-nenteri yang bertanggung-jawab atas urusan-urusan
penbangunan dan Qubernur Bank | ndonesi a.

Pasal 10.

Pada pokoknya Direksi bertugas nel aksanakan kebijaksanaan unum yang
tel ah digariskan oleh Dewan Penbangunan dalam penbel anjaan
pr oyek- proyek penbangunan.

Pasal 11.

Pel aksanaan tugas dan tujuan Bank yang berat itu nenerlukan suatu
organi sasi dalam serta |uar negeri yang rapih dan baik. Dan
karena Bank harus sudah bekerja dal am waktu yang si ngkat, yang
berarti pekerjaan tidak dapat ditunda sanpai usaha nenyusun
organi sasi telah selesai dan senpurna, naka untuk senentara
tugas Direksi dilakukan dengan bantuan Bank | ndonesia yang
sudah agak |engkap organi sasinya baik didal am maupun dil uar



negeri .

Pasal 12.
Cukup j el as.
Pasal 13.

Yang di maksud dengan Kom saris amanat adal ah Kom saris yang di beri
kuasa Dewan Kom sari s untuk nenjal ankan tugas Direksi

Pasal 14.
Li hat penjel asan pasal 11.

Pasal 15.

Badan Peneriksa Keuangan dengan sendirinya berwenang nel akukan
kontrole atas kegi at an- kegi at an Pener i nt ah di | apangan-
| apangan yang sangat penting seperti hal nya | apangan
penbangunan i ni .

Mengi ngat besarnya juniah-junmah uang Negara yang terlibat dal am
kegi at an-kegi atan Bank ini, mnaka perlulah Jawatan Akuntan
Negara nengadakan kontrole finansiil tehnis atas pekerjaan
D reksi sebagai pel aksanaan penguasaan dan hal nengurus Bank.

Pasal 16 sanpai dengan pasal 18.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber: LN 1960/ 65; TLN NO. 1996



